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ABSTRAK        :        - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Barang Milik Daerah merupakan salah satu aset penting yang 

dimiliki Daerah guna menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan 

benar sehingga terwujud pengelolaan yang transparan, efisien, mencirikan 

akuntabilitas, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6867), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076). 

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Barang Milik Daerah, pejabat 

pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan Barang Milik 

Daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan. Pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah 

negara dan ganti rugi serta sanksi 

 

CATATAN    : -  Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025. 

- Penjelasan : 14hlm. 

- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 


